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Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua
penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta
kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan

didasarkan atas kekuasaan belaka.
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Gambar VII.1 Cita-cita penegakan hukum adalah terciptanya rasa keadilan.
Sudahkah rasa keadilan dirasakan oleh masyarakat Indonesia?
Sumber: ibnuarly32 blogspot.com




Negara merupakan organisasi kelompok masyarakat
tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur
dan mengendalikan masyarakat bahkan memaksa secara
sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi
tegaknya hukum. Negara pun dipandang sebagai subyek
hukum yang mempunyai kedaulatan (sovereignity) yang
tidak dapat dilampaui oleh negara mana pun.

Ada empat fungsi negara yang dianut oleh negara-
negara di dunia ialah: melaksanakan penertiban dan
keamanan; mengusahakan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyatnya; pertahanan; dan menegakkan
keadilan.




A.Menelusuri Konsep dan Urgensi
Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Pernahkah Anda berpikir, seandainya di sebuah masyarakat atau
negara tidak ada hukum?

» Thomas Hobbes (1588-1679 M) dalam bukunya Leviathan pernah
mengatakan “Homo homini lupus”, artinya manusia adalah serigala bagi
manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-
beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki
manusia ada yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu
argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua
tampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak
memerlukan aturan hukum. Namun, Cicero (106-43 SM) pernah
menyatakan “Ubi societas ibi ius”, artinya di mana ada masyarakat, di
sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih
diperlukan bahkan kedudukannya semakin penting.




Bagi Indonesia dalam rangka menegakkan keadilan telah ada
sejumlah peraturan perundangan yang mengatur tentang
lembaga pengadilan dan badan peradilan.

- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. (1982). Pedoman
Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana.

- Kranenburg. (1975). llmu Negara Umum. Jakarta: Pradnya
Paramita

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 (Amandemen).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman




B. Alasan Diperlukan Penegakan Hukum
vang Berkeadilan

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV, terdapat enam agenda reformasi, satu

di antaranya adalah penegakan hukum. Pada Bab I, telah diungkapkan sejumlah

permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa di
antaranya yang terkait dengan masalah penegakan hukum adalah:

- Perilaku warga negara khususnya oknum aparatur negara banyak yang belum
baik dan terpuji (seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku
premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji);

- Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial (seperti SARA, tawuran,
pelanggaran HAM, etnosentris, dan lan-lain);

- Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum
diselesaikan dan ditangani secara tuntas;

- Penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke
bawah tetapi tumpul ke atas, dan

-Pelanggaran oleh Wajib Pajak atas penegakan hukum dalam
bidangperpajakan.Munculnya permasalahan-permasalahan tersebut tentu
menimbulkan pertanyaan dalam pikiran kita. Oleh karena itu, Anda dapat
mempertanyakan secara kritis terhadap masalah-masalah tersebut.




C.Menggali Sumber Historis, Sosiologis,
Politis tentang Penegakan Hukum yang
Berkeadilan di Indonesia

Salah satu tujuan negara Rl adalah "melindungi
warga negara atau menjaga ketertiban” selain
berupaya mensejahterakan masyarakat. Dalam
tujuan negara sebagaimana dinyatakan di atas,

secara eksplisit dinyatakan bahwa “negara
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum,dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta
melaksanakan ketertiban dunia




Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan
perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang
disebut peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antara

manusia yang satu dengan manusia lainnya, di samping mengatur
hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur
organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Ada dua
pembagian besar hukum.

- Pertama, hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan
antarmanusia (individu) yang menyangkut "kepentingan pribadi" (misalnya
masalah jual beli, sewa-menyewa, pembagian waris).

- Kedua, hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara
negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan
yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya masalah perampokan,
pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya




])Keadilan

- Dalam pelaksanaan hukum para aparat penegak hukum
harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil
akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga
wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat.

2) Kemanfaatan

- Hukum harus bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu,
pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus
memberi manfaat atau kegunaan bagi manusia

3) Kepastian hukum

- penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan
hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya
kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat
memperoleh sesuatu yang diharapkan.




Dalam rangka menegakkan hukum, aparatur
penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai
dengan tuntutannya yang ada dalam hukum material
dan hukum formal.

- Pertama, hukum material adalah hukum yang
memuat peraturan-peraturan yang mengatur
kepentingan-kepentingan dan hubungan-

hubungan yang berupa perintah-perintah dan

arangan- larangan. (KUHP)

- Kedua, hukum formal atau disebut juga hukum
acara vaitu peraturan hukum yang mengatur
tentang cara bagaimana mempertahankan dan

menjalankan peraturan hukum material. (KUHAP)




Dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional
yvang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI 1945,
bukan hanya diperlukan pembaharuan materi hukum,
tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparatur
hukumnya sebagai pelaksana dan penegak hukum.

Di negara Indonesia, pemerintah bukan hanya harus
tunduk dan menjalankan hukum, tetapi juga harus
aktif memberikan penyuluhan hukum kepada segenap
masyarakat, agar masyarakat semakin sadar hukum.
Dengan cara demikian, akan terbentuk perilaku warga
negara yang menjunjung tinggi hukum serta taat pada
hukum.




1. Lembaga Penegak hukum

Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk
beberapa lembaga aparat penegak hukum, yaitu antara lain:
Kepolisian yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik;
Kejaksaan yang fungsi utamanya sebagai lembaga penuntut;

Kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga pemutus/pengadilan;

dan lembaga Penasehat atau memberi bantuan hukum

- Kepolisian

- Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang

terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di
dalam negeri.

- Kejaksaan

- Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan
kekuasaan negara di bidang penuntutan. *

- Kehakiman Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi
kekuasaan untuk mengadili. Adapun Hakim adalah pejabat

peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang
untuk mengadili.




2. Lembaga Peradilan

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan
kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha
negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan.

- Peradilan Agama Peradilan agama terbaru diatur dalam Undang-
Undang nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas UU
No. 7 tahun 1989. Berdasar undang-undang tersebut, Peradilan
Agama bertugas dan berwewenang memeriksa perkara-perkara di
tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di
bidang: a) perkawinan; b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang
dilakukan berdasarkan hukum Islam; c) wakaf dan shadaqgah.




c. Peradilan Tata Usaha Negara Peradilan Tata Usaha
Negara diatur Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986
vang telah diperbaharui menjadi UU No. 9 tahun 2004.

- Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Tata Usaha
Negara adalah administrasi negara yang
melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan
urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

Dalam peradilan Tata Usaha Negara ini yang menjadi
tergugat bukan orang atau pribadi, tetapi badan atau
pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan
keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya
atau dilimpahkan kepadanya. Sedangkan pihak
penggugat dapat dilakukan oleh orang atau badan
hukum perdata.




d. Peradilan Umum

- Peradilan umum adalah salah satu
pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi
rakyat pencari keadilan pada umumnya.
Rakyat (pada umumnya) apabila melakukan
suatu pelanggaran atau kejahatan yang

menurut peraturan dapat dihukum, akan
diadili dalam lingkungan Peradilan Umum.
Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang
termasuk wewenang Peradilan umum,
digunakan beberapa tingkat atau badan
pengadilan yaitu:




1) Pengadilan Negeri

-Pengadilan negeri dikenal pula dengan istilah pengadilan tingkat pertama yang
wewenangnya meliputi satu daerah Tingkat Il. Misalnya: Pengadilan Negeri Bekasi,
Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Pengadilan Negeri Bogor, dan sebagainya. Dikatakan
pengadilan tingkat pertama karena pengadilan negeri merupakan badan pengadilan
yang pertama (permulaan) dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum. Oleh karena
itu, pada dasarnya setiap perkara hukum harus diselesaikan terlebih dahulu oleh
pengadilan negeri sebelum menempuh pengadilan tingkat Banding.

2) Pengadilan Tinggi

- Putusan hakim Pengadilan Negeri yang dianggap oleh salah satu pihak belum
memenuhi rasa keadilan dan kebenaran dapat diajukan Banding.

3) Pengadilan Tingkat Kasasi Apabila putusan hakim Pengadilan
Tinggi dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran
oleh salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan dapat
meminta kasasi kepada Mahkamah Agung.

4) Penasehat Hukum Penasehat hukum merupakan istilah yang
ditujukan kepada pihak atau orang yang memberikan bantuan
hukum (Pengacara).




Dinamika dan Tantangan Penegakan Hukum yang
Berkeadilan Indonesia

Penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemabh.
Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada
ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum
sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan
merasakan bahwa aparat penegak hukum sering
memberlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah

tetapi tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus
menerus bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau
kebiasaan maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi
revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi
oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan
penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum
di segala strata kehidupan masyarakat.




3. Lembaga Kehakiman

Negara kita telah memiliki lembaga peradilan
vang diatur dalam UUD NRI 1945 ialah
Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY),
dan Mahkamah Konstitusi (MK).




E. Esensi dan Urgensi Penegakan Hukum yang
Berkeadilan Indonesia

Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan
hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan
masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum
(Cloasal—pasal hukum material) seyogianya dapat terwujud

alam proses pelaksanaan/penegakan hukum di
masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada
dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan
kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat
merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan
kewajibannya. Mari kita perhatikan kasus yang terjadi di
masyarakat sebagai berikut




Kasus Sandal Jepit Ketidakadilan bagi Masyarakat Kecil

Ada sesuatu hal yang menarik yang terjadi di Negara ini dalam sidang kasus "Sandal
Jepit” dengan terdakwa siswa SMK di pengadilan Negen Palu. Sungguh ironi, ketika
seorang anak diancam hukuman lima tahun penjara akibat mencuri sandal jepit milik
Briptu Ahmad Rusdi Harahap dan Briptu Simson Sipayung, anggota Brimob Polda
Sulteng pada Mei 2011 lalu sehingga terjadi gerakan pengumpulan 1.000 sandal jepit
di berbagai kota di Indonesia. Bahkan media asing seperti Singapura dan Washington
Post dar Amerika Serikat menyoroti sandal jepit sebagai simbol baru ketidakadilan di
Indonesia dengan berbagai judul berita seperti Indonesians Protest With Flip-
Flops” “Indonesians have new symbol for injustice: sandals”, “Indonesians dump flip-

flops at police station in symbol of frustration over uneven justice”, serta "Indonesia
fight injustice with sandals”.

Sumber: http /hukum_kompasiana.com/2012/01/08/

Bagaimana pendapat Anda setelah menyimak kasus di atas? Setujukah Anda dengan
tindakan pihak pengadilan terhadap perbuatan siswa SMK? Bagaimana dengan Undang-
Undang Rl Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? Apakah perbuatan siswa
SMK dapat dibenarkan dalam sistem hukum di Indonesia? Dari fakta tersebut sangat
jelas bahwa keberadaan hukum dan upaya penegakannya sangat penting. Ketiadaan
penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum akan mengakibatkan
kehidupan masyarakat “kacau” (chaos). Negara-Bangsa Indonesia sebagai negara
modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional, telah memiliki sejumlah
peraturan perundangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan aparatur
penegak hukum. Namun, demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan
masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus menerus




G. PraktikKewarganegaraan 7

Coba Anda identifikasi masalah yang dihadapi oleh bangsa
Indonesia terkait dengan penegakan hukum. Apakah
masalah yang muncul dari perkembangan IPTEK, tuntutan
dan kebutuhan masyarakat, dan tantangan global?

- Bentuklah empat kelompok dan pilihlah empat masalah
yang telah Anda identifikasi dari sejumlah masalah yang

telah diungkapkan.

- Kumpulkanlah data dan informasi dari masing-masing
kelompok untuk memecahkan masalah yang Anda pilih
dari sumber informasi/data yang relevan.

- Buatlah portofolio tayangan tentang data/informasi yang
telah dikumpulkan.

- Buatlah forum debat pada kelompok yang sudah dibentuk




